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Kata Pengantar

UU RI No.20 pasal 51 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi,
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Sementara Peraturan
Pemerintah No.17/2010 tentang Penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menjamin
efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi sebagaimana disebutkan dalam
landasan hukum di atas merupakan indikator Good Governance yang dikemukakan oleh
UNDP.

Disamping itu, melalui implementasi GUG, diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu
serta pelayanan akademik dan non akademik sebuah perguruan tinggi yang diharapkan
berkontribusi pada pencitraan, reputasi, dan kualitas daya saing.

Uraian di atas cukup mewakili alasan mengapa STISI Telkom harus menerapkan nilai-nilai
Good University Governance.

Komitmen untuk implementasi GUG tertuang Rencana Empat Tahun STISI Telkom tahun
2011 -2014 agar terwujud harapan visi dan misi STISI Telkom.

Melalui unit Satuan Penjaminan Mutu telah dilakukan kajian implementasi GUG STISI
Telkom dengan hasil yang memberikan gambaran awal terkait kondisi eksisting yang
merupakan posistioning implementasi GUG di masing-masing Lembaga, selanjutnya dapat
diketahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, dan aspek-aspek yang perlu dipertahankan
kinerjanya.

Semoga dengan kajian ini komitmen dan tekad untuk melaksanakan implementasi GUG

dari seluruh civitas akademika dapat meningkat sehingga menghasilkan benefit yang
berharga bagi seluruh stakeholder STISI Telkom.

www.stisitelkom.ac.id



Good University Governance (GUG) | STISI Telkom

Abstrak

Kinerja aspek-aspek pelayanan mutu lembaga pendidikan Tinggi STISI Telkom yang
disinyalir masih rendah, menyebabkan daya saing dan pencitraan kelembagaan yang masih
belum optimal. Hal ini diduga sebagai akibat dari belum optimalnya implementasi prinsip-
prinsip Good University Governance (GUG) di lingkungan lembaga pendidikan STISI Telkom.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor GUG yang signifikan
memerlukan peningkatan dan faktor mana yang perlu dipertahankan. Selain itu penelitian
ini bertujuan mengukur faktor pendukung GUG yaitu prakarsa dan budaya mutu, dan yang
terakhir adalah untuk mengukur mutu pelayanan akademik yang merupakan salah satu
dampak implementasi GUG.

Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap dosen, karyawan, dan mahasiswa
sebagai stakeholder lembaga pendidikan STISI Telkom. Hasil penelitian menunjukan rata-
rata implementasi GUG STISI Telkom berkisar pada 76%. Ini berarti implementasi GUG
memerlukan peningkatan terutama pada aspek yang rata-rata perolehan lembaga rendah
dalam hal ini adalah aspek transparansi dan responsiveness.

www.stisitelkom.ac.id
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Bab |
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu ciri utama
perkembangan global di abad 21. Hal tersebut merupakan satu realitas yang harus
dihadapi dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan bersaing.
Menghadapi berbagai perubahan di era globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang
memiliki kualitas keberdayaan yang lebih efektif agar mampu mengatasi berbagai
tantangan yang muncul.
Era globalisasi menuntut setiap orang untuk mampu mengatasi berbagai masalah yang
kompleks sebagai akibat pengaruh perubahan global. Menurut Marquardt (Bandono, 2007)
terdapat empat kecenderungan perubahan dalam era globalisasi, sebagaimana
dikemukakan bahwa:

Memasuki Abad ke-21 ada empat kecenderungan perubahan yang akan

mempengaruhi pola-pola kehidupan yaitu; 1) perubahan lingkungan ekonomi,

sosial dan pengetahuan dan teknologi 2) perubahan dalam lingkungan kerja, 3)

perubahan dalam harapan pelanggan, 4) perubahan harapan para pekerja,

Pada tatanan global seluruh umat manusia didunia dihadapkan pada tantangan yang
bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu
pengetaahuan dan teknologi. Menurut Robert B Tucker (Bandono, 2007) mengidentifikasi
adanya sepuluh tantangan di Abad 21, seperti diungkapkan bahwa:
Sepuluh tantangan dalam menghadapi abad 21 diantaranya yaitu 1) kecepatan
(speed), 2) Kenyamanan (convenience), 3) gelombang generasi (age wave), 4)
pilihan (choice), 5) ragam gaya hidup, 6) kompetisi harga, 7) pertambahan nilai
(value added), 8) pelayanan pelanggan, 9) teknologi sebagai andalan, 10) jaminan
mutu (quality control).

Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia
berkualitas. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia serta mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan
nasional yang terdapat dalam UU Rl No.20 Bab Il pasal 3 tahun 2003 tentang Sisitem
Pendidikan Nasional yaitu:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.

Memasuki era baru di abad 21 sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terwujud
sedemikian rupa dengan karakteristik antara lain; 1) terkait dengan kebutuhan mahasiswa,
prioritas nasional dan pembangunan ekonomi, 2) terstruktur secara efektif sehingga
memberi peluang kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan potensi pribadi
sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, 3) didukung
dengan pendanaan yang memadai sehingga memungkinkan untuk berinovasi dan
mencapai keunggulan, 4) melakukan penelitian yang dapat menunjang pembangunan
nasional, 5) memiliki akses dalam pengembangan dan penerapan teknologi, 6) berperan
sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang madani. Dengan
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demikian, perguruan tinggi harus memiliki kredibilitas institusional secara utuh dan
menyeluruh. Sistem ini harus memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat,
menunjukan efisiensi dalam operasionalnya, menghasilkan lulusan yang berkualitas,
memiliki manajemen internal yang transparan dalam memenuhi standar.

Penyelenggaraan sebuah institusi perguruan tinggi, perlu mulai ditelaah secara mendalam.
Hal ini menjadi urgen setelah dalam perkembangannya terdapat tantangan-tantangan baru
dalam penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi. Tantangan-tantangan baru ini
merupakan aspek-aspek yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan oleh perguruan-
perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk bagaimana menumbuhkan sumber-sumber
pendanaan baru yang produktif, pengelolaan keuangan, kebebasan lebih besar dalam
merumuskan kurikulum dan hal-hal lain yang terkait dengan bidang akademis,
akuntabilitas publik dan sebagainya.

Pemikiran-pemikiran baru mulai bermunculan mengenai bagaimana konsep
penyelenggaraan institusi perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal untuk menghadapi
tantangan-tantangan baru tersebut. Konsep tersebut, apapun bentuknya, nampaknya
harus memperhatikan pelibatan dan pemenuhan kebutuhan dari seluruh stakeholders
(pihak yang berkepentingan) yang terkait dengan institusi perguruan tinggi, mengingat
peranan ideal pendidikan tinggi bagi sebuah bangsa yang sangat vital dalam menelurkan
calon putra-putra terbaiknya dan memperhatikan bahwa lingkungan perguruan tinggi
merupakan sebuah komunitas yang relatif kritis (atau perlu terlatih untuk menjadi kritis)
terhadap permasalahan-permasalahan disekitarnya.

Urgensi Good University Governance (GUG) di STISI Telkom

Kinerja STISI Telkom terkait pemenuhan GUG sebagai bentuk pelayanan kepada
Stakeholder masih belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa parameter
terkait aspek GUG itu sendiri.

Salah satu pendukung pelaksanaan prinsip GUG adalah dengan adanya proses Audit
sebagai salah satu bagian dari prinsip GUG, yaitu akuntabilitas. Audit, mencakup audit
mutu akademik maupun non akademik, untuk itu maka lembaga mesti melengkapi unitnya
dengan unit penjamin mutu akademik dalam hal ini Satuan Penjaminan Mutu dan Unit
Pengawas Mutu non akademik dalam hal ini Satuan Audit Internal (SAI). Khusus SAl
merupakan unit yang harus ada untuk mendukung GUG dapat berjalan, karena tanpa
adanya proses Audit maka aspek GUG yaitu transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan
optimal. Permasalahan saat ini adalah di beberapa lembaga belum terdapat unit SAl,
artinya ini merupakan salah satu permasalahan lembaga, yaitu belum optimalnya
transparansi dan akuntabilitas pada lembaga tersebut.

Performansi lembaga terkait akuntabilitas manajemen mutu masih belum memuaskan,
dari indikator Akreditasi dan ljin Prodi masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan
kurang puasnya Stakeholder lembaga STISI Telkom, seperti dari akreditasi yang kadalursa.
Ini terkait beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dari lembaga STISI Telkom, seperti
masih belum baiknya rasio dosen tetap dengan pendidikan S-2 dengan seluruh dosen
tetap. Hal ini mengakibatkan rendahnya akuntabilitas manajemen mutu dari lembaga STISI
Telkom yang sangat berpengaruh terhadap daya saing dan pencitraan STISI Telkom itu
sendiri.
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Permasalahan lain adalah terkait sumber daya yang belum cukup memenuhi kriteria “baik”
akreditasi nasional BAN PT, seperti kurangnya jumlah lektor kepala dan guru besar,
kurangnya jumlah dosen dengan kulifikasi S-3, dan masih minimnya dosen yang
tersertifikasi.

Terkait manajemen mutu, STISI Telkom telah mencanangkan suatu Roadmap pada tahun
2011 dengan dimulai dengan pernyataan komitmen bersama pimpinan lembaga, bahwa
pimpinan lembaga STISI Telkom berkomitmen terhadap pelaksanaan peningkatan mutu di
lembaganya masing masing. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut
adalah dengan dimulainya proses penyusunan dokumen mutu ISO 9001:2008, dengan
melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen mutu, kemudian berlanjut dengan
pelatihan audit internal.

Rumusan Masalah
Pokok masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. bagaimanakah nilai nilai transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness yang
berlangsung di lembaga-lembaga STISI Telkom?
2. bagaimana budaya akademik dan prakarsa lembaga pendidikan STISI Telkom?
3. bagaimana mutu layanan akademik lembaga pendidikan STISI Telkom?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. mengetahui dan menelaah nilai nilai transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness
yang berlangsung di lembaga-lembaga STISI Telkom?
2. mengetahui dan menelaah budaya akademik dan prakarsa lembaga pendidikan
STISI Telkom?
3. mengetahui dan menelaah mutu layanan akademik lembaga pendidikan STISI
Telkom?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dan masukan kepada pimpinan
manajemen lembaga pendidikan STISI Telkom untuk menjadi bahan pedoman
implementasi GUG lembaga dan meningkatkan upaya perbaikan implementasi prinsip-
prinsip GUG supaya dapat memperbaiki mutu layanan akademik terhadap stakeholder
sehingga diharapkan pencitraan lebaga yang lebih baik dan peningkatan daya saing dapat
diperoleh lembaga pendidikan STISI Telkom.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai suatu model yang merupakan hasil pemikiran kritis
peneliti berdasarkan pengamatan terhadap fenomena dan realitas yang terjadi pada
perguruan tinggi di Indonesia. Kerangka pikir ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi
peneliti dalam melihat dan menganalisis secara lebih mendalam terhadap fenomena-
fenomena yang sedang berlangsung di perguruan tinggi.

Secara umum konsep kerangka pemikiran yang dibangun oleh peneliti dapat digambarkan
sebagai berikut:
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Konsep Good Governance

Istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu
cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau
pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah “governance” sebenarnya sudah
dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson
memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu
governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga
pendidikan tinggi.

Sejarah good governance tidak lepas dari keinginan adanya keadilan yang merata, agar
sesuai dengan proporsi dan keterlibatan individu tanpa mengesampingkan pengembangan
dan upaya memperoleh keuntungan dari setiap langkah yang ditempuh. Periode periode
awal pemikiran tentang good governance, Berle dan Means pada tahun 1932 menganalisis
terpisahnya kepemilikan saham dan control. Pemisahan berimplikasi pada timbulnya
konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam
struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (dispersed ownership). Struktur
kepemilikan saham dalam bentuk disepersed ownership akan berdampak pada buruknya
kinerja organisasi. Terbentuknya Cadbury Committee sebagai upaya untuk melembagakan
corporate governance code yang menjadi benchmark di berbagai negara.

Menurut Komite Cadbury, corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan
kewenangan organisasi, untuk menjamin  kelangsungan eksistensinya  dan
pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan
kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Good governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi
publik dewasa ini, good governance secara fungsional dapat ditinjau dari sisi apakah
pengelola telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang
ditetapkan.

World Bank memberi definisi, yaitu “the state power is used in managing economic and
social resources for develoment society”. UNDP memberikan definisi, yaitu “the exercise of
political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level”.
Menurut deinisi UNDP, good governance memiliki tiga kaki, yaitu; economic, political, dan
administrative. Economic governance meliputi proses prosess pembuatan keputusan yang
memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara
ekonomi. Economic governance memiliki implikasi terhadap equity, poverty dan quality of
life. Political governance adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan.
Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Institusi good
governance meliputi tiga domain, yaitu: state (negara atau pemerintah), private sector, dan
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society. Ketiganya saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing masing. State
berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Private sector
berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Society berperan positif dalam interaksi
sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok kelompok dalam masyarakat
untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik (LAN dan BPKP, 2000:5-8)

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Sejalan dengan demokrasi
dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana dan investasi yang langka,
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin
anggaran serta menciptakan legal dan political frameworks bagi tumbuh kembangnya
aktivitas kewirausahaan. UNDP memberikan definisi good governance sebagai hubungan
yang sinergis dan konstruktif diantara negara dan masyarakat. UNDP memberikan prinsip-
prinsip good governance, yaitu: Participation, Rule of Law, Transpareny, Responsiveness,
Concensus orientation, Equity, Effectiveness, and Efficiency, Accountability, dan Strategic
Vision (LAN dan BPKP, 2000:5-8)

Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan dalam
makalah ini  dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-
pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan -- baru
muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional mempersyaratkan “good governance” dalam berbagai program bantuannya.
Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, terminologi “good
governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah
(Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan
yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit
sebagai pemerintahan yang bersih.

Adapun salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam
penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep good university governance. Konsep ini
sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata kepemerintahan yang lebih umum, yaitu
good governance. Sedangkan induknya bermuara dari Good Corporate Governance (GCG)
yang dapat dijelaskan dalam gambar berikut:
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Organisational
Standards of
Behaviour Structures and

Processes

Good Corporate

Govermnance

External
Reporting

Prinsip GCG yang diadopsi oleh Perguruan tinggi yang menjadi GUG memiliki prinsip prinsip
yang kurang lebih serupa, yaitu seperti yang dijelaskan dalam gambar di atas, yaitu adanya:

1.

w

Standar perilaku. Yaitu terdiri dari kode etik, tata kelola yang baik, pengembangan
kepemimpinan.

Proses dan struktur organisasi

Kontrol. Yaitu terdiri dari manajemen resiko dan Audit

Pelaporan kepada pihak eksternal. Yaitu dengan adanya kebutuhan transparansi,
keseimbangan transparansi dengan kerahasiaan.

Pengelolaan yang baik tentunya mempertimbangkan aspek kinerja, dan kesesuaian.
Dengan kinerja yang baik yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan jaminan mutu, sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan
visual berikut:

Governance

Performance Conformance

Value Creation Accountability
Resource Utilization Assurance
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Tulisan ini disusun untuk mencoba memberikan sebuah wacana dalam mencoba
memahami konsep good university governance tersebut, dengan harapan jangka panjang
bahwa masyarakat kampus mampu tergerak untuk berusaha lebih memahami dan ikut
kritis dalam memberikan masukan-masukan menuju penyelenggaraan perguruan tinggi
(dalam hal ini lembaga STISI Telkom) yang lebih baik.

Good University Governance sangat penting bagi suatu perguruan tinggi, hal ini seperti
yang dijelaskan dalam Governance of Irish University (2007) sebagai berikut:

A robust system of governance is vital in order to enable organisations to
operate effectively and to discharge their responsibilities as regards
transparency and accountability to those they serve. Given their pivotal role in
society and in national economic and social development, as well as their
heavy reliance on public as well as private funding, good governance is
particularly important in the case of the universities. (2007: 1)

Sistem yang sehat dalam tata kelola adalah vital supaya organisasi mampu beroperasi
secara efektif dan untuk melakukan tanggung jawabnya dalam hal transparansi dan
akuntabilitas bagi mereka yang dilayaninya. Memberikan peran yang strategis dalam
masyarakat dan ekonomi nasional maupun pengembangan sosial, ataupun kepercayaan
publik yang tinggi, maka pengelolaan yang baik sangat penting dalam konteks universitas.
Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada
bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam
pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan
pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan
governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan
kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
Sejatinya, konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau
institusi. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai
“mereka” maka governance adalah “kita”.

Menurut Leach & Percy-Smith (2001) government mengandung pengertian seolah hanya
politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan,
sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan
perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian
dari proses governance. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur
demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin difinisi yang
dirumuskan IIAS adalah yanag paling tepat menangkap makna tersebut yakni “the process
whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies
and decisions concerning public life, economic and social development.”

Pendidikan Tinggi (PT) sebagai Hybrid Organizations, menuntut berbagai pengaturan dan
peran pendidikan undergraduate, graduate, dan profesional, riset dan pelayanan publik,
diantaranya elaborasi terhadap struktur kewenangan, adanya berbagai tuntutan
stakeholder baik secara implisit maupun eksplisit. PT juga berposisi sebagai multi produk,
dan penyeia berbagai layanan, serta sekaligus mengandung unsur unsur yang komplek.
Good governance di universitas tidak bersifat tunggal pada prerogatif administratif saja,
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tetapi juga pada responsibilitas dan upaya bersama yang melibatkan partisipasi semua
konstituen kampus sebagaimana mestinya (Johnson,S.L et al, 1995:54-56)

Mudahnya, dapat kita bilang bahwa governance merupakah seluruh rangkaian proses
pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu
diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai
governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal
maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah
keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain
diluar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari civil society.
Demikian juga, struktur formal pengambilan keputusan yang dimiliki pemerintah (rapat
kabinet, sidang paripurna, dialog dengan warga, dsb.) hanya merupakan salah satu struktur
yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara
diluarnya mungkin banyak terdapat struktur-struktur informal (adat istiadat, mafia, KKN,
dsb.) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun individu-individu dalam struktur
formal tadi.

Good governance mensyaratkan 9 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi
pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti
(persamaan derajat) dan inklusifitas, Strategic vision, dan penegakan/supremasi hukum.
Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan
pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari
mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan
keputusan. la juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan.
Ini konsep idealnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing
karakteristik :

1. Participation
Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci good governance. Partisipasi dapat
langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate. Partisipasi harus
informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan
berekspresi di satu sisi dan sebuah civil society yang kuat dan terorganisir di sisi lain.

2. Rule of law
Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan
yang ditegakkan secara komprehensif. la juga memerlukan perlindungan penuh
terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses enforcement hukum yang
imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan kepolisian yang
juga imparsial dan tidak korup.

3. Transparency
Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian
keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengukuti hukum dan peraturan. la juga
berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh
mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia
haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.
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4. Responsiveness
Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk
melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.

5. Consensus oriented

Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. Good
governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di
masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat
yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk
seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai
apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini
hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan
sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.

6. Equity and inclusiveness
Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh
anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak
merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua
kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan
atau mempertahankan keberadaan mereka.

7. Effectiveness and efficiency
Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat
sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam
pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks
good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan
memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.

8. Accountability
Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam good governance. Tidak
hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-
organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-nya. Secara
umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang
dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas
tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum.

Selain pendapat diatas terdapat pula pendapat lain, tetapi pada prinsipnya sudah dapat

mewakili kaidah dalam GUG vyaitu Transparency, Accountability, Responsibility, dan
Fairness, yang dapat bermuara pada credibility.
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1. Transparansi
Drucker, S.J et al (2007) mengemukakan bahwa transparansi telah diterima luas sebagai
alat manajemen dan kebijakan yang ampuh dalam sektor publik dan sektor privat.
Transparansi memberikan harapan yang menjanjikan terhadap efisiensi, membangun
kredibilitas dan citra, kepercayaan dan kolaborasi, dan transparansi telah menjadi gaya
kepemimpinan yang popular. Pentingnya transparansi didorong oleh tuntunan lingkungan
terhadap akses informasi. Kontrak sosial mensyaratkan suatu sistem cek dimana rakyat
memiliki kesempatan/kemampuan da instrumentasi untuk menjamin bahwa kontrak
tersebut berfungsi. Asumsinya adalah aliran informasi tidak pernah secara total tanpa
hambatan, tampak seperti gelas dengan sifat manajemen yang tidak pernah tembus dan
terbuka dalam mengelola organisasi yang menyangkut konstituennya.
Prinsip keterbukaan (transparansi) tidak dapat diterapkan dalam semua hal, karena ada hal
hal tertentu yang memang tidak harus dibuka kepada publik, terutama pesaing.
Transparansi bagi organisasi sangat penting, guna mencegah terjadinya skandal keuangan,
penyelewengan, dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kebangkrutan bagi
organisasi. Sudah seharusnya keterbukaan memfasilitasi penilaian bagi kebijakan publik,
apakah memberikan hasil yang positif atau negatif.
Transparansi tidak bersifat absolut, tetap ada pembatasan pembatasan mengenai
informasi apa saja yang dapat diberikan. Jika tidak, pemberian informasi yang berlebihan
juga dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi organisasi. Pembatasan dikaitkan
dengan 2 (dua) hal, yaitu: (1) siapa saja yang berhak mengakses informasi. (2) Jenis
informasi yang dapat diberikan. Jenis informasi yang tidak boleh dikeluarkan adalah rahasia
dagang (swasta), piranti lunak, dan strategi organisasi dan sebagainya. Efektivitas
implementasi prinsip transparansi harus didukung oleh keaktifan dari shareholder dalam
menjalankan haknya. Organisasi harus memiliki kemauan untuk memberikan informasi
manajerial penting sebagai sarana para pemegang saham dalam mengambil keputusan
berinvestasi. (Indra Surya dan Ivan Y, 2006)
James Madison dalam Pope,J (2007) mengemukakan bahwa pertarungan untuk
mendapatkan informasi terjadi antara publik dengan pihak pihak yang memegang
kekuasaan. la mengisyaratkan bahwa:

e Kerahasiaan mengambat pendidikan politik suatu masyarakat
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e Peluang bagi perorangan untuk memberikan reaksi pada inisiatif politik menjadi
tumpul.

e Terciptanya iklim politik yang menyebabkan warga negara melihat pemerintah
bukan dengan tanggung jawab dan kepercayaan, tetapi dengan sangkaan buruk dan
ketidakpercayaan.

2. Akuntabilitas
Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam good governance adalah prinsip
akuntabilitas. Awalnya istilah akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik
telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak
digunakan secara tidak wajar. Perkembangan penggunaan akuntabilitas bagi pemerintah
juga untuk melihat efisiensi proram, dalam usaha untuk mencari dan menemukan apakah
ada penyimpangan, inefisiensi atau prosedur yang tidak perlu.
Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah atau pelayan publik
untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang
ditetapkannya. akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi
publik atau pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan
nilai yang dianut rakyat dan apakah pelayanan publik telah mampu mengakomodasi
kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
Othman,A.R., et all (2006) menyatakan bahwa dalam akuntabilitas tidak terlepas pula
responsibilitas. Responsibilitas berarti pertangungjawaban kepada seseorang atas berbagai
aktivitas. Pertanggungjawaban terhadap diri sendiri dan pertanggungjawaban kepada
otoritas eksternal. Internal responsibility mengacu kepada standar moral, seperti
kejujuran, kewajiban, dan kehormatan yang mengikat seseorang. Eksternal responsibility
mengacu pada seseorang dapat mempertanggungjawabkan kepada atasan melalui institusi
formal secara terencana melalui cara pemeriksaan atau dengan cara
mempertanggungjawabkan dan sanksi. Secara hakiki bahwa di dalam akuntabilitas juga
tercakup responsibilitas. Seseorang bertanggungjawab atas suatu perbuatan dan
outcomes, yang mana publik memberikan kepercayaan pada individu individu dan para
pejabat yang dibarengi dengan keharusan untuk memikul tanggung jawab atas segala
tindakan mereka dan dampak dari tindakan mereka atau kedua duanya (Widodo, 2001)
Ciri ciri dari organisasi yang akuntabel menurut Andriato (2007) adalah:
a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan organisasi secara terbuka, cepat,
dan tepat kepada publik.
b. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan dan pemerintahan.
c. Mempu menjelaskan dan mempertangunggjawabkan setiap kebijakan secara
proporsional.
d. Mampu memberikan ruang bagi stakeholders untuk terlibat dalam proses
pembangunan dan pemerintahan.
e. Adanya sarana bagi publik / stakeholders untuk menilai kinerja organisasi. Dengan
pertanggungjawaban publik, stakeholder dapat menilai derajat pencapaian
pelaksanaan program kegiatan organisasi.

Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kepastian hukum dan sebagainya sudah

menjadi tuntutan masyarakat terhadap organisasi organisasi publik dalam era demokrasi.
Good governance adalah sistem manajemen yang berprinsip pada kejelasan tanggung
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jawab (akuntabilitas), transparansi dan sebagainya. Semua entitas yang memerlukan
pengelolaan, dimana stakeholdernya menyangkut masyarakat luas memerlukan good
governance.

Perguruan Tinggi merupakan entitas yang memerlukan penatakelolaan yang baik dan
menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka perlu dipertanggungjawabkan secara baik
dan benar. Semua organisasi memerlukan kerangka penatakelolaan yang meliputi visi dan
misi yang akan dicapai dan aturan serta konvensi yang jelas untuk pedoman pencapaian
visi dan misi. Good governance selalu memiliki 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
(1) apakah aturan atau sistem tatakelola sudah jelas? Dan (2)apakah aturan dan sistem
tersebut dijalankan dengan dengan konsisten atau tidak? Kedua hal tersebut menentukan
apakah ada good governance dalam suatu organisasi. Sentral pengaturan yang menjadi
objek good governance adalah penatakelolaan yang jelas serta bertanggungjawab
(Indrajit,R.E 2006)

Akuntabilitas adalah derajat yang menunjukan besarnya tanggung jawab aparat atas
kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan ole birokrasi publik. Ada dua
akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit
(secara konseptual disebut answerability) adalah pertangungjawaban seorang pejabat atau
pegawai pemerintah (lembaga publik) manakala ia diharuskan untuk menjawab atau
menaggung konsekuensi dari cara cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas
tugas kedinasan. Akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat secara implisit
bertangung jawab atas setiap kebijakan, tindakan, atau proses pelayanan publik yang
dilaksanakan termasuk didalamnya ialah menghindari penyakit penyakit birokrasi yang
dikeluhkan masyarakat berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau penyelewengan
wewenang (Kumorotomo, W 2005)

3. Responsiveness

Vigoda,E. (2002) mengemukakan bahwa seorang pelayan publik, politisi atau birokrat yang
responsif harus menjadi seorang yang reaktif, simpatik, sensitif, dan mampu merasakan
opini dan kebutuhan publik. Kebutuhan dan permintaan masyarakat begitu heterogen dan
dinamis. Ini penting dan vital untuk dipahami dengan mengembangkan pendekatan yang
sistematik. Hal ini sangat penting guna menjaga kontrak sosial yang adil antara masyarakat
dengan pejabat.

Responsiveness secara umum merupakan kesigapan dan akurasi dari penyedia layanan
merespon permintaan atau informasi untuk ditindaklanjuti. Kesigapan terkait dengan
kecepatan, yang mengacu pada waktu tunggu antara pihak publik yang meminta untuk
ditindaklanjuti dari pihak pelayan publik. Akurasi mengandung makna luas, yang mana
respon pelayan publik untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pengguna layanan.
Beberapa metode dapat diterapkan untuk menguji akurasi respon (Vigoda, 2002), yaitu:

1. Menguji sikap dan perasaan masyarakat ketika menerima layanan publik. Biasanya
dilihat dari tingkat kepuasan yang diindikasikan dengan outcomes, penerimaan,
kemanfaatan, perlakuan yang sama, efektif,cepat.

2. Menguji sikap dan persepsi, merupakan bagian proses perencanaan, produksi,
pengantaran, dan evaluasi outcomes bagi publik

3. Membandingkan objectives outcomes publik dengan kriteria absolut untuk
kecepatan dan akurasi.

4. Membandingkan distribusi barang dan jasa dengan kriteria moral dan etika yang
disusun secara akademik dan professional
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Reponsiveness memiliki efek positif terhadap kesejahteraan sosial, dan terhadap perbaikan
proses modernisasi sektor publik, meningkatkan outcomes eksternal, serta memberikan
pengaruh kuat terhadap mekanisme kontrol. Sikap responsiveness akan membuat para
manajer dan pelayan publik menjadi lebih sensitif terhadap tugasnya dan memiliki
komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sikap responsivenss lebih jauh akan membuka peluang untuk menjadi kolaborasi. Secara
substansial dalam artian kolaborasi dan partnership antara masyarakat dengan pelayan
publik. Kolaborasi mengandung makna negosiasi, partisipasi, kerjasama, arus, dan aliran
informasi yang bebas dan tanpa batas, inovasi, kesepakatan berdasarkan kompromi dan
saling pengertian, distribusi dan redistribusi kewenangan, dan sumber daya yang lebih
wajar. Ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. Kerjasama yang lebih besar dengan pihak ketiga
2. Kolaborasi yang lebih besar dengan sektor privat, dan menginisiasi rencana yang
ditujukan untuk mendukung komunitas melalui berbagai bentuk layanan.
3. Mendorong inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan nilai nilai
pendidikan demokratis, partisipasi, dan pelibatan masyarakat
4. Inovasi yang murni melibatkan masyarakat melalui organisasi masyarakat, yang
membantu membangun budaya partisipatif
Pope,M.L (2001) mengemukakan bahwa akademi dan universitas memiliki tugas alami
memberikan dukungan dan bantuan kepada komunitas lokal mereka. Fungsi utama yang
melekat padanya adalah pelayanan. Terkait dengan fungsi tersebut, bagaimana institusi
dapat membuat keputusan. Elemen penting disini adalah tipikal peran dari para anggota
fakultas, apakah mereka berupaya secara independen atau secara kolektif. Aktivitas
kolektif, terutama melekat pada senat dan dewan fakultas, mereka berperan dalam
pembuatan keputusan/kebijakan internal. Bagaimana unit ini merefleksikan dan
menginterpretasikan kebutuhan komunitasnya, dan bagaimana institusi akan merespon
tugas penyelia public goods dan public service bagi komunitas atau secara lebih luas
masyarakat dan negara.
Penatakelolaan fakultas dirancang dalam berbagai model, mencakup semua hal ikhwal
fakultas secara inklusif, untuk merepresentasikan demokrasi yang berdasarkan prinsip
konstituen dan komunikasi dua arah. Otoritas pembuatan kebijakan pada fakultas tidak
perlu bergandengan terlalu erat, dimana badan badan ini dapat lebih sering tampil untuk
mengenali dan mengklarifikasi isu-isu yang berkembang. Unit-unit di fakultas memiliki
tugas beragam mulai dari manajemen kurikulum dan menampung aspirasi aspirasi dari
para mahasiswa, seperti isu terkait dengan perencanaan kampus dan pengelolaan
anggaran.
Hasil dialog kritis tentang senat fakultas dalam melayani komunitas, diketahui bahwa senat
dapat merespon berbagai isu yang berkembang. Respon senat terhadap berbagai isu terdiri
dalam tiga kategori: (1) pengembangan personil, (2) pengembangan komunitas, dan
pendidikan yang terus menerus, serta (3) pengembangan ekonomi. Ketiga kategori
tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan fakultas.
Artinya senat memegang peran penting sebagai darah kehidupan bagi komunitas kampus.
Senat telah menjadi badan yang menampung, merespon dan menyalurkan aspirasi dan
kebutuhan komunitas kampus. Mereka merepresentasikan berpikir kreatif dan terdiri dari
individu individu yang demokratis. Senat sebagai partner bagi fakultas dan tentunya juga
bagi universitas. Senat dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas fakultas/universitas
yang semakin meningkat (dalam menyediakan/memberikan pelayanan bagu komunitas.
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Interaksi yang dinamis antara perilaku yang ditunjukan seseorang (motif, usaha, pribadi,
dan keahlian mereka) dan kompetensi tuntutan pekerjaan fungsional dan situasional serta
lingkungan organisasi dimana perkerjaan tersebut berada. Kompetensi seseorang
membawa dampak pada perilaku yang mereka tunjukan, dan tuntutan pekerjaan memiliki
dampak pada perilaku yang mereka tunjukan. Kesesuaian kerja atau kompetensi kerja
mengacu pada kemampuan seseorang untuk memberikan respon secara memadai pada
perubahan perubahan, dan aspek aspek perubahan dari kompetensi mereka dan cara yang
mereka pergunakan untuk mencapai kinerja dan hasil yang bagus. Kesesuaian kerja
mengambarkan suatu hubungan yang produktif antara kompetensi seseorang dengan hasil
kerja (Sofo,F., 2003)

Menurut Osborne,D. dan Gaebler,T. (2000) celakanya bahwa kebanyakan organisasi
pemerintah (publik) yang tidak tahu siapa pelanggannya. Pemerintah (organisasi) yang
demokratis lahir untuk melayani warganya (pelanggannya). Kebanyakan organisasi buta
terhadap pelangganya. Logikanya sederhana, yaitu kebanyakan badan/lembaga/organisasi
pemerintah tidak memperoleh dananya langsung dari masyarakat (pelanggan). Berbeda
dengan badan/lembaga/organisasi bisnis yang memperoleh dana langsung dari
pelanggannya, sehingga muncul hubungan bisnis pelanggan: jika suatu bisnis
menyenangkan pelanggannya, maka penjualan akan meningkat dan sebaliknya. Bisnis yang
berada dalam lingkungan kompetitif belajar dan berupaya untuk memberikan perhatian
kepada pelanggannya. Kondisi berbeda terjadi pada badan/lembaga/organisasi
pemerintah, sebagian besar pelangannya bersifat captive, pelanggan “paksa”, dalam arti
bahwa para pelanggan memiliki sedikit alternatif terhadap jasa yang disediakan oleh
badan/lembaga/organisasi pemerintah. Sektor pemerintah cenderung kurang perhatian
terhadap pelanggan atau perhatiannya terhadap pelanggan relatif terabaikan. Ada
kecenderungan menganggap para eksekutif dan legislatif sebagai pelanggan yang harus
mendapat perhatian lebih, karena dianggap dari merekalah diperoleh dana. Kelompok elit
seringkali dianggap sebagai kelompok kepentingan. Pelanggan yang sesungguhnya
bukanlah kelompok elit kepentingan, akan tetapi warga masyarakat. Hal inilah yang
menyebabkan badan/oganisasi pemerintah kurang responsif terhadap pelanggannya.
Reformasi sistem pelayanan publik akan menghadapi dilema yang cukup berat. Pelayanan
publik pada umumnya dapat ditingkatkan efisiensinya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat modern apabila birokrasi benar benar menjadi lebih profesional dan rasional.
Ini berarti bahwa prinsip objektivitas, efisiensi, pertimbangan biaya dan manfaat serta
legalitas formal dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan baik. Namun agar tuntutan
masyarakat modern yang demokratis dapat dipenuhi, birokrasi publik harus memiliki
responsivitas yang tinggi, memiliki kepekaan sosial terhadap kelompok kelompok
masyarakat yang termasuk kategori kurang beruntung (Kumorotomo,W., 2005).
Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam
berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap
harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna pelayanan
(Subarsono,A.G.,2005)

Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga penggunanya agar
dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Pemerintah (organisasi)
yang demokratis lahir untuk melayani warganya. Kondisi yang berbeda dengan dunia
bisnis, dimana bisnis ada untuk memperoleh profit. Tugas pemerintah (dan birokrat)
adalah mencari cara untuk memuaskan masyarakat atau pelangganya. Lembaga
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pemerintah (organisasi publik) harus tahu betul siapa pelanggannya dan mau mengubah
dirinya untuk mulai mendengar secara cermat para pelangganya, melakukan survey serta
pendekatan terhadap para pelanggan dan stakeholders (Osborne,D. dan Gaebler,T.,2000)

Pope, J. (2001:61-67) menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dan korupsi
dapat dikendalikan dengan cara otoriter kekuasaan, namun tidak membawa hasil yang
dapat bertahan lama. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendorong dan
membangun integritas nasional disemua lapisan masyarakat. Merupakan hal yang sangat
penting bagi proses reformasi yang berkelanjutan. Ketatakelolaan pemerintahan modern
memerlukan tanggung gugat. Tanpa tanggung gugat, sebuah sistem tidak akan berfungsi
sebagaimana mestinya, tetapi akan lebih banyak berfungsi untuk memajukan kepentingan
pribadi orang-orang atau kelompok yang mengendalikan atau mengontrolnya. Negara
(organisasi) haruslah menjauhkan diri dari sistem yang bersifat atas-bawah (sebuah elite
otoriter memberikan perintah-perintah, yang dipatuhi oleh orang-orang yang dibawah).
Pendekatan atas-bawah mulai digantikan oleh sistem tanggung gugat horizontal, yaitu
sistem penyebaran kekuasaan, tidak ada monopoli kekuasaan, dan masing-masing
pemegang kekuasaan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya kepada
masyarakat (stakeholders).

Sistem tanggung gugat horizontal memberi peluang berkembangnya lingkaran
kebajikan. Lingkaran yang memungkinkan setiap pelaku sekaligus berperan sebagai
pengawas dan pihak yang diawasi, sebagai pemantau dan pihak yang dipantau. Perbaikan
instrument ketatakelolaan yang baik memerlukan lebih dari sekedar beralih dari sistem
totaliter ke sistem yang mendengarkan suara rakyat dari waktu ke waktu. Peralihan
tersebut adalah peralihan dari sistem tanggung gugat vertikal ke sistem tanggung gugat
horizontal, yakni system lembaga pengawas resmi dan lembaga milik masyarakat, yang
dirancang untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan (penyelewengan)
kekuasaan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga publik. Mekanisme tanggung
gugat seperti ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional untuk
mengurangi/mencegah dan memberantas penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan
membentuk sistem integritas, dikenal dengan system checks and balances. Sistem ini
menyangkut tanggung gugat, transparansi, pencegahan dan hukuman (Pope, J., 2007).

Tujuan sistem integritas adalah untuk mencegah tindak penyelewengan kekuasaan
atau kewenangan termasuk korupsi yang mempunyai resiko tinggi. Sistem integritas
ibaratkan bangunan yang ditopang oleh serangkaian pilar. Pilar-pilar kelembagaan seperti
lembaga perwakilan, lembaga eksekutif, lembaga audit, pelayanan publik, stakeholders,
dan lain-lain berada pada satu sisi. Pilar-pilar yang mewakili alat-alat pokok yang perlu
dimiliki lembaga-lembaga tersebut agar bisa efektif, pilar-pilar ini mengandung peraturan
dan praktik berada di sisi yang lain. Peraturan praktik ini merupakan perangkat alat-alat
yang digunakan atau yang melandasi berbagai lembaga (Pope, J. 2007:67-75), seperti
berikut :

Pilar Kelembagaan Pilar Peraturan atau Praktik Inti
Lembaga perwakilan Pemilihan yang adil

Pelayanan Publik Etika pelayanan publik

Masyarakat (stakeholders) Kebebasan berpendapat/berbicara
Lembaga Audit Laporan pada publik atau
stakeholders
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Dan lain-lain Dan lain-lain

Menurut Suwignyo, A. (2008:17-25) bahwa integritas civitas akademik merupakan
faktor kunci dalam melakukan pembenahan secara sungguh-sungguh terhadap organisasi,
manajemen, kurikulum dan mentalitas keilmuan di perguruan tinggi.

Salah satu unsur yang penting lainnya, yaitu kemauan politik (political will).
Kemauan politik jangan semata-mata dilihat sebagai “kemauan politisi atau orang-orang
yang duduk sebagai wakil masyarakat”. Kita harus melihat semua pemimpin dari semua
lapisan masyarakat (kelompok profesi, swasta, lembaga, agama dan berbagai kelompok
masyarakat lainnya) dan memikirkan bagaimana mengerahkan semua ini untuk
memberantas penyelewengan kekuasaan dan meningkatkan integritas. Pembangunan
kemauan politik harus mampu melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam kehidupan politik.
Kemauan politik tidak saja tergantung pada sumber daya politik dan ekonomi yang tersedia
bagi para pejuang pembaruan, tetapi juga pada persepsi mereka mengenai kekuasaan dan
kemampuan mereka untuk mengarahkan dukungan pihak-pihak yang sealiran didalam
maupun diluar lingkungannya. Dukungan dan dorongan masyarakat akan memungkinkan
terciptanya lingkungan harapan dan siap berpartisipasi, dan ini pada gilirannya akan
memperkuat kemauan politik di tingkat atas (Pope, J. 2007:76-80).
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BAB Il
IMPLEMENTASI GUG STISI TELKOM

Dalam melakukan mapping kondisi eksisting implementasi GUG STISI Telkom dilakukan
penelitian survey kepada lembaga STISI Telkom dengan sampel yang diolah setelah
disebarkan kepada civitas akademika STISI Telkom

Setelah dilakukan olah data, diperoleh hasil untuk masing-masing lembaga terkait setiap
aspek GUG sebagai berikut:

DIMENSI STISI TELKOM
TRANSPARANSI 74%
AKUNTABILITAS 76%
RESPONSIVENESS 74%
BUDAYA AKADEMIK 78%
PRAKARSA 76%
MUTU LAYANAN AKADEMIK 76%

OVERALL 76%

Terlihat berdasarkan data hasil survey menunjukan bahwa rata-rata implementasi GUG di
lingkungan STISI Telkom berkisar pada angka 76% hal ini menunjukan implementasi nilai-
nilai GUG sudah berjalan hanya perlu peningkatan pada beberapa indikator yang akan
dijelaskan secara detil pada penjelasan selanjutnya.

Untuk implementasi setiap aspek nilai GUG dapat tergambar dari data berikut:
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Gambar : Rata-rata skor implementasi GUG untuk setiap indikator
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa mutu layanan akademik STISI Telkom menunjukan
hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 76%, sementara untuk skor terendah adalah aspek
transparansi dan responsiveness sebesar 74%.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Apabila melihat hasil survey, rata-rata menunjukan hasil yang cukup baik dalam
implementasi GUG ini, hanya ada beberapa indikator untuk masing-masing lembaga yang
memerlukan peningkatan. Apabila melihat skor, dengan kategori dibawah 65% maka dapat
diberikan rekomendasi kepada lembaga tersebut untuk dilakukan peningkatan untuk aspek
tersebut.

Aspek yang masih perlu ditingkatkan meliputi nilai terendah vyaitu pada indikator
mahasiswa tepat waktu sebesar 61%, dan perpustakaan yang memadai yaitu 62%. Hal ini
menunjukan bahwa budaya mutu dan sarana prasarana memerlukan perhatian yang lebih
dalam upaya peningkatan implementasi GUG di STISI Telkom.
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BAB V
PENUTUP

Good university governance merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran
bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak
dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi. Yang
membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan vyang harus dijaga dalam
pelaksanaannya. Dengan begitu, maka ukuran apakah suatu perguruan tinggi telah
menerapkan good university governance atau tidak adalah sampai sejauh mana perguruan
tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraannya tanpa
mengkhianati nilai-nilai luhur tadi dan amanat yang diembannya dari masyarakat, bangsa
dan negara yang menaunginya.

Lembaga pendidikan STISI Telkom yang merupakan bagian dari perguruan tinggi di
Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam hal memberikan suplai
human capital yang bermutu yang dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas
perekonomian bangsa perlu meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya secara terus
menerus yang salah satu upayanya adalah dengan implementasi nilai-nilai GUG.
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Lampiran Penelitian:
Rekap Indikator Implementasi Nilai-nilai GUG STISI Telkom

STISI
NO DIMENSI PERTANYAAN
%
Sivitas akademika dan stakeholders memiliki kesempatan untuk
1 terlibat/berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non
kademik. 79%
) Keterlibatan/partisipasi sivitas akademika/stakeholders cukup tinggi
dalam ber bagai kegiatan akademik dan non akademik. 82%
3 Dosem/karyawan/mahasiswa memiliki komitmen dan tanggung jawab
yang tinggiterhadap pekerjaan. 76%
4 Sivitas akademika dan stakeholders memiliki komitmen tinggi
terhadap kemajuaninstitut/Universitas/Fakultas. 79%
5 Pimpinan Institut/Universitas/Fakultas mendistribusikan tugas ke
semua unit kerjasecara proporsional. 74%
6 Pimpinan/Institut/Universitas/Fakultas mendistribusikan wewenang
ke semuaunit kerja. 829%
Pimpinan/Institut/Universitas/Fakultas memberikan kepercayaan
7 kepada dosen/karyawan/mahasiswa untuk menjalankan tugas secara
bertanggung jawab. 81%
3 Selama ini dosen/karyawan/mahasiswa menyambut baik kepercayaan
pimpinan dengan cara menjalankan tugas secara bertanggung jawab. 80%
9 Pimpinan memberikaan otonomi kepada unit kerja disertai dengan
pengawasan. 84%
10 TRANSPARANSI Unit kerja yang ada dapat menjalankan otonomi secara baik dan
bertanggung jawab. 75%
1 Institut/Universitas/Fakultas mengorganisir kerja dengan
mendistribusikan pekerjaan kepada semua unit kerja. 65%
Institut/Universitas/Fakultas memastikan bahwa tidak ada pekerjaan
12 yaangtumpang tindih dan tidak ada personil yang tanpa tugas atau
menganggur. 76%
Institut/Universitas/Fakultas secara proaktif mendorong sivitas
13 . . . s
akademik untuk berfikir aktif dan positif. 77%
14 Institut/Universitas/Fakultas memfasilitasi pengembangan hasil
pemikiran kreatif sivitas akademika. 73%
15 Akhir - akhir ini secara dinamis bermunculan berbagai kreativitas nyata
sivitas akademika. 73%
16 Akhir - akhir ini secara dinamis bermunculan berbagai inovasi baru dari
sivitas akademika. 73%
17 Dosen/karyawan semakin terpacu untuk dapat menyelesaikan tugas
dengan baik dan tepat waktu. 74%
18 Mahasiswa semakin terpacu untuk dapat menyelesaikan tugas atau
studinya dengan baik dan tepat waaktu. 74%
Akhir-akhir ini kinerja dosen/karyawan/mahasiswa cenderung
19 ) 63%
meningkat. (
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20

Akhir-akhir ini prestasi dosen/karyawan/mahasiswa cenderung

meningkat. 63%
21 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
pengetahuan individual. 69%
Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
22 keinginan (motif)untuk berprestasi dan untuk memperoleh pengakuan
atas eksistensi diri. 71%
23 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
keinginan untuk memperoleh penghargaan/imbalan. 67%
2 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
komitmen terhadap pekerjaan/lembaga. 70%
25 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung di dorong oleh
kesadaran mencapai tujuan organisasi. 73%
2 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. 74%
27 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
adanya rasa tanggung jawab terhadap lembaga. 73%
Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung muncul karena
28 dinamika dan iklim kerja yang kondusif
inamika dan iklim kerja yang kondusif. 69%
29 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
keinginan untuk mencapai kepuasan kerja. 72%
30 69%
1 Setiap unit kerja di lingkungan Institut/Universitas/Fakultas memiliki
rinciantugas (job description) yang jelas. 75%
2 Setiap unit kerja memiliki fungsi yang jelas. 77%
3 Setiap personil yang ada memiliki tugas yang jelas. 78%
Setiap personil memiliki tanggung jawab tertentu, dan semua personil
4 mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing -
masing. 81%
5 Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Institut/Universitas/Fakultas
memiliki wewenang yang jelas. 76%
6 Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Institut/Universitas/Fakultas
memiliki rincian tanggung jawab yang jelas. 75%
7 Sumber daya fisik dan keuangan yang ada dimanfaatkan secara tepat
AKUNTABILITAS dan efisien. 75%
Sumber daya manusia yang ada dimanfaatkan secara tepat dan
8 efesien 72%
9 Setiap unit kerja diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya. 80%
Semua unit kerja dan personil dituntut pertanggung jawaban
0 kinerj 83%
inerjanya. (J
11 Setiap unit kerja memiliki rencana kerja yang jelas. 77%
12 Program kerja biasanya bersifat berekelanjutan. 74%
13 Secara umum unit-unit kerja dapat melaksanakan program kerja
dengan baik. 81%
14 Secara umum unit-unit kerja dapat melaksanakan kegiatan dengan
baik. 81%
15 Setiap program memiliki sarana/target/tujuan yang jelas dan terukur. 76%
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Setiap personil (pada unit kerja) mengetahui dan memahami

16 . .

sasaran/target tujuan yang telah ditetapkan. 74%

Dalam upaya mencapai target/tujuan selalu dirancang strategi secara
17 74%

cermat. o
18 Setiap peresonil (unit kerja) mengetahui dan memahami strategi

untuk mencapai sasaran/target/tujuan yang telah ditetapkan. 74%
19 Sasaran/tujuan yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi lembaga

serta kepentingan publik/stakeholder. 77%

Program pembelajaran, kegiatan akademik dan non akademik yang
20 ada selama ini juga mengakomodir kepentingan/kebutuhan

stakeholders. 83%
21 Program pembelajaran/kegiatan dan layanan akademik memiliki

rangkaian proses yang jelas dan pasti. 81%
2 Program kegiatan non akademik dan layanan administrasi memiliki

rangkaian proses yang jelas dan pasti. 73%
23 Program pembelajaran/kegiatan dan layanan akademik memiliki

mekanisme/prosedur yang jelas dan pasti. 72%
24 Program/kegiatan non akademik dan layanan administrasi memiliki

mekanisme/prosedur yang jelas dan pasti. 70%

Institut/Universitas/Fakultas memiliki standar etika dan moral (kode
25 etik) yang mengikat semua personil dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. 76%
26 Kode etik tersebut dijalan secara konsisten. 72%
27 Institut/Universitas/Fakultas memiliki standar pelayanan minimal. 71%
)8 Standar pelayanan minimal tersebut diterapkan secara konsisten

dalam memberikan layanan kepada stakeholders. 76%

Setiap penyelenggaraan kegfiatan kampus selalu
29 memperhatikan/mempertimbangkan ketentuan/peraturan yang

berlaku. 81%
30 Penyelenggara kegiatan biasanya taat dan selalu berpedoman pada

ketentuan/peraturan yang ada. 79%
1 Kebijakan yang ditetapkan Institut/Universitas/Fakultas selama ini

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 72%
) Keputusan yang ditetapkan pimpinan Institut/Universitas/Fakultas

selama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 72%
3 Kebijakan yang ditetapkan Institut/Universitas/Fakultas selama ini

sesuai dengan Anggaran Dasar. 67%
4 Keputusan yang ditetapkan pimpinan Institut/Universitas/Fakultas

selamaini sesuai dengan Anggaran Dasar. 73%

RESPONSIVENESS

5 Kebijakan yang ditetapkan Institut/Universitas/Fakultas selama ini

sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga. 73%
6 Keputusan yang ditetapkan pimpinan Institut/Universitas/Fakultas

selama ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga. 69%
7 Kebijakan yang ditetapkan Institut/Universitas/Fakultas selama ini

sesuai dengan peraturan internal yang ada. 71%
3 Keputusan yang ditetapkan pimpinan Institut/Universitas/ Fakultas

selama inisesuai dengan peraturan Internal yang ada. 70%
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Kebijakan/keputusan yang ditetapkan Institut/Universitas/Fakultas

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

juga mempertimbangkan azas kepatutan. 71%
Program/kegiatan yang dilaksanakan Institut/Universitas/Fakultas

selama juga mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di

masyarakat. 78%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki program/kegiatan yang

melibatkan atau ditujukan masyarakat secara langsung. 74%
Program/kegiatan Institut/Universitas/Fakultas sangat jarang

mendapat penolakan/berkonflik dengan masyarakat. 77%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki kepedulian tinggi terhadap
kelestarianlingkungan. 73%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki program pelestarian lingkungan

hidup dan pelestarian budaya. 71%
Institu/Universitas/Fakultas memiliki kepedulian terhadap

kepentingan dosen/karyawan sebagai stakholders. 73%
Institut/Universitas/Fakultas peduli dengan kehidupan

dosen/karyawan dan keluarganya. 70%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki kepedulian terhadap

kepentingan mahasiswa dan orangtua sebagai stakeholders. 76%
Institut/Universitas/Fakultas membina hubungan harmonis dengan
orangtua/keluarga mahasiswa. 75%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki kepedulian terhadap

kepentingan lembaga pemakai produk dan lulusan. 78%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki kepedulian terhadap tuntutan

pasar akan lulusan yang berkualitas. 83%
Institut/Universitas/Fakultas sigap dalam mengantisipasi perubahan

lingkungan. 73%
Institut/Universitas/Fakultas hampir selalun tepat melakukan

terobosan baru dalam menyikapi perubahan lingkungan. 72%
Institut/Universitas/Fakultas merespons dengan cepat dan tepat

harapan dankebutuhan masyarakat. 72%
Institut/Universitas/Fakultas berupaya secara proaktif untuk

mengetahui keinginan/kebutuhan masyarakat/stakeholders. 76%
Institut/Universitas/Fakultas memiliki komitmen yang kuat untuk

memberikan layanan yang terbasik/memuaskan bagi

masyarakat/stakeholders. 79%
Institut/Universitas/Fakultas menganggap masyarakat/stakeholders

sebagai mitra yang penting. 80%
Institut/Universitas/Fakultas terbuka terhadap kritik dan keluhan dari
masyarakat/stakeholders. 74%
Institut/Universitas/Fakultas tanggap merespons keluhan dari

masyarakat/ stake holders dengan mencairkan solusi secara cepat dan

tepat. 74%
Institusi/Universitas/Fakultas selalu berupaya memberikan tindakan

dan layanan terbaik / memuaskan bagi masyarakat /stakeholders. 75%
Masyarakat/stakeholders merasa puas terhadap tindakan/layanan

yang diberikan oleh Institut/Universitas/Fakultas. 74%
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14
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

BUDAYA AKADEMIK

Institut/Universitas/Fakultas menjadikan disiplin sebagai salah hal

yang penting ditegakkan. 81%
Institut/Universitas/Fakultas menerapkan kedisiplinan kepada semua
dosen/karyawan/mahasiswa. 80%
Warga kampus memiliki tradisi akademik yang khas (seperti tradisi
dalam menyambut anggota baru atau melepaskan lulusan/purna
tugas dan lain-lain. 76%
Tradisi khas ini tetap dilestarikan turun-temurun. 75%
Mahasiswa dianggap sebagai subjek belajar yang dinamis. 83%
Kegiatan akademik dianggap sebagai sentral aktivitas bagi
Institut/Universitas/Fakultas. 80%
Kampus memiliki ritual khusus (seperti : ritual kegiatan magang bagi
calon dosen sebelum menjadi dosen tetap, ritual upacara dalam
memberikan penghormatankepada orang yang berjasa bagi kemajuan
kampus dan lain-lain).

69%
Ritual khusus ini menjadi kebanggaan bagi sivitas akademika. 69%
Kampus sebagai salah satu simbol kemajuan dan peradaban bagi
warganya. 77%
Kampus sebagai wadah dan prasarana pembelajaran yang
menyenangkan. 79%
Antar warga kampus terbangun hubungan yang bersifat kolegial. 76%
Tugas-tugas akademis dijalankan melalui kerja kolektif. 77%
Warga kampus sangat menghargai/menghormati kebebasan
akademik/kebebasan intelektual. 79%
Pimpinan Institut/Universitas/Fakultas tidak
mengekang/mengintervensi kebebasan akademik/kebebasan
intelektual. 74%
Institut/Universitas/Fakultas sangat menghargai dan mendorong
kebebasan mengembangkan ide-ide kreatif 82%
Akhir-akhir ini berkembang berbagai kreativitas dari kalangan sivitas
akademika. 80%
Kalangan sivitas akademika cukup produktif dalam menghasilkan ide-
ide kreatif bernuansa pembaharuan. 78%
Akhir-akhir ini berkembang berbagai inovasi baru yang membawa
pembaharuan dan pencerahan. 76%
Akhir-akhir ini muncul karya kreatif/inovatif sivitas akademika yang
mendapat pengakuan lain (bahkan hak paten). 79%
Institut/Universitas/Fakultas memberikan penghargaan yang wajar
kepada para kreator/inovator yang berprestasi. 75%
Kampus mengembangkan anggapan bahwa lingkungan dapat
dipengaruhi/dirobahmelalui inovasi-inovasi pembaharuan. 80%
Kampus menyadari dan mempelopori munculnya inovasi-inovasi baru. 78%
Dosen dan mahasiswa umumnya aktif dan proaktif. 76%
Kebanyakan sivitas akademika fleksibel dan dinamis dalam menyikapi
dinamika dalam masyarakat. 78%
Pimpinan memberikan kebebasan untuk berkarya dan tidak
mengintervensi kreativitas sivitas akademika. 77%
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Pimpinan mengajak dan bahkan memberikan tantangan pada sivitas

26

akademika untuk mengembangkan ide-ide kreatif. 79%
27 Antar rekan sejawat terjalin hubungan kerja yang sinergis. 83%
28 Tidak ada persaingan yang destruktif antar unit kerja. 84%
29 Terjalin hubungan harmonis antar sivitas akademika. 81%
30 Tidak ada dominasi antar unit kerja. 79%

Sivitas akademika dan stakeholders memiliki kesempatan untuk
1 terlibat/berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non

kademik. 83%

Keterlibatan/partisipasi sivitas akademika/stakeholders cukup tinggi
2 X . R .

dalam ber bagai kegiatan akademik dan non akademik. 78%
3 Dosem/karyawan/mahasiswa memiliki komitmen dan tanggung jawab

yang tinggiterhadap pekerjaan. 72%
4 Sivitas akademika dan stakeholders memiliki komitmen tinggi

terhadap kemajuaninstitut/Universitas/Fakultas. 75%
5 Pimpinan Institut/Universitas/Fakultas mendistribusikan tugas ke

semua unit kerjasecara proporsional. 69%
6 Pimpinan/Institut/Universitas/Fakultas mendistribusikan wewenang

ke semuaunit kerja. 71%

Pimpinan/Institut/Universitas/Fakultas memberikan kepercayaan
7 kepada dosen/karyawan/mahasiswa untuk menjalankan tugas secara

bertanggung jawab. 74%
3 Selama ini dosen/karyawan/mahasiswa menyambut baik kepercayaan

pimpinan dengan cara menjalankan tugas secara bertanggung jawab. 75%
9 Pimpinan memberikaan otonomi kepada unit kerja disertai dengan

pengawasan. 73%
10 PRAKARSA Unit kerja yang ada dapat menjalankan otonomi secara baik dan

bertanggung jawab. 78%
1 Institut/Universitas/Fakultas mengorganisir kerja dengan

mendistribusikan pekerjaan kepada semua unit kerja. 74%

Institut/Universitas/Fakultas memastikan bahwa tidak ada pekerjaan
12 yaangtumpang tindih dan tidak ada personil yang tanpa tugas atau

menganggur. 71%
13 Institut/Universitas/Fakultas secara proaktif mendorong sivitas

akademik untuk berfikir aktif dan positif. 78%
14 Institut/Universitas/Fakultas memfasilitasi pengembangan hasil

pemikiran kreatif sivitas akademika. 71%
15 Akhir - akhir ini secara dinamis bermunculan berbagai kreativitas nyata

sivitas akademika. 77%
16 Akhir - akhir ini secara dinamis bermunculan berbagai inovasi baru dari

sivitas akademika. 77%
17 Dosen/karyawan semakin terpacu untuk dapat menyelesaikan tugas

dengan baik dan tepat waktu. 79%
18 Mahasiswa semakin terpacu untuk dapat menyelesaikan tugas atau

studinya dengan baik dan tepat waaktu. 73%
19 Akhir-akhir ini kinerja dosen/karyawan/mahasiswa cenderung 78%
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meningkat.
20 Akhir-akhir ini prestasi dosen/karyawan/mahasiswa cenderung
meningkat. 77%
21 E;?:‘(::Ts]a di ka.ﬂar?g-an sivitas akademika cenderung didorong oleh
puan individual. 79%
2 Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
pengetahuan individual. 71%
Prakarsa di kalangan sivitas akademika cenderung didorong oleh
23 keinginan (motif)untuk berprestasi dan untuk memperoleh pengakuan
atas eksistensi diri. 78%
22 E;?rl](a.rsa di kalangan sivitas akademika cendferung didorong oleh
ginan untuk memperoleh penghargaan/imbalan. 70%
25 Egﬂ(;’;\tﬁz:itl;?rar;gaan sivita§ akademika cenderung didorong oleh
p pekerjaan/lembaga. 80%
2% Egizzgs;:imszgagan. siv-itas akaderniké cenderung di dorong oleh
pai tujuan organisasi. 80%
27 :;e:;arsa di kalangan si'vitas akademika cend('erung didorong oleh
ya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. 83%
)8 Prakarsa di kalangan siyitas akademika cenderung didorong oleh
adanya rasa tanggung jawab terhadap lembaga. 82%
29 z;:l;::’islfacgak:Iiakﬂifnk:i:/'itas akakderzike?fcenderung muncul karena
ja yang kondusif. 77%
30 E;?rl](a.rsa di kalangan sivita.s akademika c?nderung didorong oleh
ginan untuk mencapai kepuasan kerja. 81%
1 is:ftjl?uas/zzaall(a:;n pembelajaran sudah modern (seperti menggunakan
puter). 76%
) zizEﬁijzganned:ggng oleh sarana teknologi informasi yang canggih
- 8)- 74%
3 Fasilitas fisik gedung yang menarik. 65%
4 Ruangan kelas (ruang belajar) yang ber-AC dan nyaman. 68%
5 Penampilan dosen/karyawan yang rapi. 77%
6 Penampilan dosen/karyawan yang simpatik dan menarik. 79%
7 Perpustakaan yang memadai. 62%
8 Laboratorium yang memadai. 64%
9 MUTU LAYANAN Ruang tunggu yang nyaman serta toilet yang rapi dan bersih. 65%
10 AKADEMIK Tempat parkir yang luas dan aman. 53%
1 Dosen selalu siap membantu mahasiswa dalam perkuliahan dan diluar
jam perekuliahan. 80%
12 Dosen menempatkan diri sebagai fasilitator pembelajaran. 81%
13 Dosen/karyawan selalu tepat waktu. 69%
14 Mahasiswa selalu tepat waktu. 61%
15 Dosen memiliki komitmen dengan penekanan pada error-free-records. 70%
16 Karyawan memiliki komitmen dengan penekanan pada error free .
records. 67%
17 Pelayanan tertentu yang dikenakan biaya, terdapat kejelasan dan
akurasi rincian biaya. 67%
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18 Prosedur pelayanan yang mudah. 77%
19 Dosen/karyawan yang proffesional dan memiliki dedikasi tinggi pada

profesinya. 82%
20 Dosen menguasi materi pembelajaran dan memahami tugasnya

dengan baik. 83%
21 Informasi waktu pelayanan yang tepat/akurat. 78%
22 Informasi tempat pelayanan yang tepat/akurat. 77%
23 Pelayanan/proses pembelajaran yang tepat dan terstruktur. 76%
24 Materi pembelajaran yang up to date dan penuh pengayaan. 80%
25 Kesediaan dosen membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran

dan memahami materi pembelajaran. 82%
2 Kesediaaan dosen/karyawan menanggapi pertanyaan, keberatan dan

harapan mahasis wa terkait pembelajaran. 82%
27 Dosen/karyawan memberikan respon dengan cepat atas

pertanyaan/keinginan mahasiswa. 81%
78 Dosen/karyawan memberikan respon dengan cepat dan arif atas

keberatan/protes mahasiswa. 82%
29 Ketersediaan dosen/karyawan meminta maaf, jika ada kekeliruan. 78%
30 Kesediaan pimpinan meminta maaf jika ada kekeliruan. 73%
31 Aman dalam melakukan kegiatan di lingkungan kampus. 78%
32 Proses pembelajaran berlangsung secara aman dan nyaman. 78%
33 Dosen/karyawan yang ramah. 84%
34 Kegiatan pembelajran/pelayanan dengan senyuman. 84%
35 Dosen/karyawan yang profesional. 80%
36 Dosen/karyawan yang berpengetahuan luas. 79%
37 Proses pembelajaran yang tuntas. 80%
38 Proses pelayanan administrasi akademik yang tuntas. 80%
39 Proses pembelajaran/pelayanan yang menyenangkan dan penuh

kehangatan. 80%
0 Dosen/karyawan memberikan perhatian yang sama kepada seluruh

mahasiswa(tidak diskriminatif). 82%
41 Dosen memberi perhatian secara individual kepada mahasiswa. 78%
42 Karyawan memberikan perhatian secara individual kepada mahasiswa. 78%
43 Waktu janji (kesepakatan waktu) yang menyenangkan. 78%
a Dosen/karyawan dan mahasiswa sama -sama konsisten dengan waktu

yang ditentukan/disepakati. 76%
45 Dosen memberikan kesan baik bagi mahasiswa. 82%
46 Karyawan memberikan kesan baik bagi mahasiswa. 82%
47 Dosen memahami kebutuhan spesifik mahasiswa. 79%
48 Karyawan memahami kebutuhan spesifik mahasiswa. 79%
49 Dosen mampu berkomunikasi yang baik. 82%
50 Karyawan mampu berkomunikasi yang baik. 82%

TOTAL 76%
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